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KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

INSPEKTUR KOTA BONTANG

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2011-2016,
maka dirasa perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bontang.

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksud
pada huruf a periu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Inspektur Daerah Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Menimbang

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor
3);

Surat Keputusan Inspektur Kota Bontang Nomor 25 Tahun
2016 tentang Pengukuran Kinerja di Lingkungan Inspektorat
Daerah Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang
untuk  menetapkan rencana  kinerja  tahunan,
menyampaikan rencana kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas  kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun
2016 — 2021.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Bontang
Pada tanggal : 3 Desember 2016
INSPEKTUR

Zpm—

Ir. HARI BAMBANG RIYADI
Pembina Utama Muda (IVi/c)
NIP. 195804201987031004
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3 DESEMBER 2016
PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

Organisasi

or Kinerja Utama

Inspektorat Daerah

membantu Walikota membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan

1

2.

ook

SASARAN

kinerja penyelenggaraan urusan

pemenntahan daerah

Perumusan  kebijakan  teknis  bidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan;,
Pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan  dan kegiatan
pengawasan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Walikota;
Penyusunan laporan hasil pengawaan;
Pelaksanaan administrasi Inspektorat dan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

IKU

pemerintahan daerah

b. Rasio temuan BPK yang telah selesai

ditindaklanjuti

ic. Rasio temuan APIP vyang telah

selesai ditindaklanjuti

:d. Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja

Perangkat Daerah

| Meningkatnya mutu akuntabﬂitas Indeks opini BPK atas LKPD
‘ pengelolaan keuangan daerah | I

kota Bontang
' Memngkatnya

efektwltas Indeks RB Kota Bontang

pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan  pemerintah  Kota

[ Bontang

| Memngkatnya

efektivitas = Persentase kasus pengaduan
| penanganan kasus pengaduan | masyarakat dan aparatur yang telah

' masyarakat dan aparatur yang selesai ditindaklanjuti

terbuka responsif

SPIP Kota Bontang

APIP Kota Bontang

| Meningkatnya mutu

\ (T erdefi n|5|)

DI

Meningkatnya mutu akuntabilitasi . Indeks rata-rata akuntabilitas
penyelenggaraan urusan

Meningkatnya kualitas penerapan l Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki
tingkat maturitas SPIP pada level 3

kapabllitas Tlngkat kapabllltas APIP Kota Bontang



E. Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indeks Capaian IKU adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan
target yang diakui dari setiap IKU.

Ketentuan pencapaian indeks IKU adalah sebagai berikut:
a. Angka maksimum adalah 120.
b. Angka minimum adaiah 0.

Kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi
dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian
IKU adalah:

Indeks Capaian IKU = Realisasi x 100%

Target

Status pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

CAPAIAN | EKSPEKTASI | STATUS

X < 80% Tidak Memenuhi .
80% < X < 100% Belum Memenuhi
100% < X < 120% Telah Memenuhi

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. “Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah”

1). Deskripsi

Mengukur kinerja fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka
meningkatkan kinerja Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah Kota Bontang yang dapat
dipertanggungjawabkan  berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2). Sumber Data

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan intern Perangkat
Daerah (PD) triwulan masing-masing Wakil Penanggung Jawab.



3). Formula Perhitungan :

Zniiai evaluasi pelaksanaan pengawasan intern PD

; : o x 100%
ZLaporan hasil pengawasan intern PD yang diterbitkan

4). Kriteria Penilaian

NILAI RATA-RATA KATEGORI

EVALUASI INDEKS

> 91%

[

71% — 90% |
|
i
|

56% — 70%

O o0 w >
=N W

< 55%

“Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”

1). Deskripsi
Mengukur kinerja Inspektorat Daerah dalam meningkatkan
implementasi SAKIP Perangkat Daerah

2). Sumber Data
Laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (PD) masing-
masing Wakil Penanggungjawab.

3). Formula Perhitungan :

Znilai evaluasi SAKIP PD

= - — x 100%
ZLaporan hasil evaluasi SAKIP PD yang diterbitkan
4). Kriteria Penilaian
HASIL RATA-RATA EVALUASI KATEGOR! | INDEKS
> 86% | AA 4
76% — 85% | A 3,5
7 66% — 75% | B 3
. 50% - 65% | cC 2,5
o d%-s% :
< 30% D 1




C.

“Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti”

1). Deskripsi

Mengukur kinerja fungsi Inspektorat untuk mendorong percepatan
penyelesaian rekomendasi BPK guna meningkatkan pengelolaan
keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

2). Sumber Data
Laporan hasil rekonsiliasi TLRHP BPK Rl semesteran

3). Formula Perhitungan :

Z Rekomendasi LHP BPK Rl yang telah selesai ditindaklanjuti
ZRekomendasi BPK Rl yang harus ditindaklanjuti

x 100%

“Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindakianjuti”

1). Deskripsi :
Mengukur kinerja pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat
Daerah untuk meningkatkan kinerja PD terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah Kota Bontang

2). Sumber Data

Laporan Pemuktahiran Data TLHP PKPT tahun dasar 2011 dan
APIP lainnya masing-masing Wakil Penanggung Jawab.

3). Formula Perhitungan

ZRekomendasi LHP APIP yang telah selesai ditindaklanjuti

- — — x 100%
ZRekomendam LHP APIP yang harus ditindakianjuti

“Indeks opini BPK atas LKPD”

1). Deskripsi

Mengukur kinerja Inspektorat Daerah untuk meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang berbasis akrual

2). Sumber Data
LHP BPK RI atas LKPD Kota Bontang (Buku 1)

3). Formula Perhitungan :

[Opini BPK atas LKPD Kota Bontang }




5).

Kriteria Penilaian

KATEGORI OPINI INDEKS

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4
WTP dengan Paragréf 'Penjelasi(WT P DPP) ] 3,9
WD WDP dérigan 1 permasalahan (temuan) 3.75 a
WDP dengan 2 permasalahan (temuani | 3.5
WDP dengan :rper;h;salahan (temuan) - 3,25
WDP dengan 4 pennasalahan (temuan) atau Ieblh 3
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimeny 2
 Tidak Wajar (Adverse) | 1

“Indeks RB Kota Bontang”

1).

2).

Deskripsi :

Mengukur kinerja Inspektorat Daerah untuk meningkatkan
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah
Kota Bontang.

Sumber Data

a). Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Road Map
reformasi birokrasi Kota Bontang.

b). Laporan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
(PMPRB) Kota Bontang

3). Formula Perhitungan :

( Nilai hasil evaluasi PMPRB ]

5). Kiriteria Penilaian

NILAI EVALUASI KATEGORI INTEPRESTASI
> 91% ‘ AA ‘ Istimewa
81% - 90% | A Memuaskan
71% — 80% . BB Sangat Baik
61% — 70% B Balk perlu sedikit perbalkan
51% — 60% CC  Cukup (memadai), perlu banyak
i pemarkan yang tidak mendasar
31% — 50% C Kurang, perlu banyak perbalkan
dan perubahan yang sangat
- B | mendasar )
< 30% : D Sangat Kurang, banyak perbaikan
' dan perubahan yang sangat
; mendasar




g.

“Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah
selesai ditindaklanjuti”

1). Deskripsi

Mengukur kinerja Inspektorat Daerah untuk mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepemerintahan Kota
Bontang dan mewujudkan aparatur yang bersih.

2). Sumber Data
Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus.

3). Formula Perhitungan :

> LHP kasus/khusus yang diterbitkan

— — x 100%
Zlaporan pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti

“Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat maturitas SPIP
pada level 3”

1). Deskripsi

Mengukur kinerja Inspektorat Daerah untuk meningkatkan mutu
penerapan SPIP pada Perangkat Daerah

2). Sumber Data
Laporan hasil penilaian maturitas SPIP Perangkat Daerah

4). Formula Perhitungan :

{ Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat maturitas SPIP dilevel 3 ]

“Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang”

1). Deskripsi

Mengukur kinerja intemal Inspektorat Daerah untuk meningkatkan
mutu penerapan tata kelola pengawasan intern.

2). Sumber Data
Laporan hasil penilaian kapabilitas APIP Kota Bontang

4). Formula Perhitungan :

{ Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang }




5). Kriteria Penilaian

LEVEL KATEGORI
Initial

Level 1
level2 | Infrastructure
Level 3 = —
Level 4 T T
Level 5 7 Optimiz};zéw-
INSPEKTUR
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